
SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 33 TAI{UN 2O2O
TENTANG

STANDARISASI BARANG DAN STANDARISASI KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

DILINGKUNGANPEMERINTAHPR0VINSIBENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menirnbang :

Mengingat :

GUBERNUR BENGKULU,

a.batrwaberdasarkanPasal20PerattrranMenteri
DalamNegeriNornorTgTahun20-l.6tentang
Ped,oman 

'Pengelolaan Barang Milik Daerah'
perr5nrsuna.re. 'J*"*a 

kebutrrtrarr Barang Milik
Daeratr kecuali penghaptlsarr, berpedornan pada
standarbarang,-standa.r:kebrrttrlran,dau.rt/atanr
standar harga;

b. bahwa. dalam rangka pengadaan Barang MiUk
Daerah dalam perellcanaan kebutrrhan dibutrrhkan
acltalr. perhiturngan pengadaan dan pengguna€ul
Barang Milik Daerah dalarn perencanaan'
kebutrrtranr Barang Milik Daerah pada Organisasi
Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
r{imaksud dalam huruf a dan hruf b, perhr
menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu
Tentan! Standarisasi Barang dan Stagdarisasi
Kebutuha* F,arang Milik Daeranr di Lingkungan
Pemerintah llrovinsi Bengftuhr;

Undang-Undang Nornor 9 Tahun 1967 tentang
pernbentukan Provinsi Bengkulu (Lernbaran
NegaraRepubliklndonesiaTalrrrnl-967Nornor
f glfarnbatran Lernbaran Negara Nornor 282A\

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2AA2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2ao2 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2a\;

Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2OO3 tentang
Xeuan[an Negara (Lembaran Negara Republik
Indone-sia Tahun 2OA3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali,
teralihir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

1.

2.

3.

4.
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5.

tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor

23 tahun 2ot4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

ilo*o. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968

tentang Berlakunya Und'ang-Undang. Nomor 9
Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia rl\ah].n 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2B5a);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4
ientang Pengelolaan Barang Milik Negaraf Daeta}:'
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4
itlo-ot 92, Tarnbahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

7. Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2OlA
tentang Pengad'aan Barang/ Jasa Pernerintah
sebagalrnana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 4
Tahun2O 1 5;

8.PeraturanMenteriDalarnNegeriNomorTTahrrn
2CiCl6 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana kerja Pemerintah Daerah
sebagairnanatelahdirrbahdenganPeratrrran
Menteri Dalam Negeri Nornor 1 1 Tahun 2AO7;

g.PeraturanMenteriDalamNegeriNomorlgTahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah(BeritaNegaraRepubliklndonesiaTahun
2016 Nomor 5a7l;

6.

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI BARANG DAN

STANDARISASI KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DI

LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINSIBENGKULU.

BAB I

KETBNTUAN UMUM
Pasal 1

DalamPeraturanGubernuriniyangdimaksuddengan:
1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu'

2. Pernerintah Daerah adaTah Pemerintalt Provinsi Bengkulu'

3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu'

4. Wakil Gubernur adalah wakil Gnbernur Bengkulu.

5. Dewan Perwakiian Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Ralyat Daerah Provinsi Bengkulu'

6. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Provinsi

Bengkulu.

7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Bengkulu'
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g. Standarisasi barang ad"alah spesifikasi barang yang
ditetapkan sebagai acllarr perhitungan pengadaan
Baran^g Milik oaeran dalam perencanaan kebutuhan'

g. Stand"arisasi kebgtghan adalah satuan jurnlah barang
yangdibutrrhkansebagaiacllanperhitrrnganpengadaan
dan penggunaan B*ang Milik Daerah dalarn
Perencanaan Kebutulran'

10. standarisasi barang dan kebutuhan rneliputi sarana dan
prasaranakerjaaihngkunganPernerintahProvinsi
Bengkulu.

11. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung
berfungsi slbagai penunjang pro-ses penyelenggaraan
p"rt ".irtah 

daerah dalam mencapai sasaran'

12. Prasarana kerja adalah segala sesuatuyang mertlpakan
penunjang utaina terselenggaranya tujuan yang dicapai'

13. Ruang kantor adalah ruang ternpat melaksanakan
peke{aan, dengan ukuran luas dan alat-aIat
perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta
tt..ttt..trrtri prasyarat e stetika'

14. perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan
ses].ai dengan kebutuhan dan menttrtlt jenis pekerjaan
yang akan dilaksanakan'

15. Rurnah dinas adalah bangunan yang dirniliki pernerintah
daerahdanberfrrngsisebagaiternpattinggal.atanr
llunian yang .t ".l.li.jurtg 

pelaksanaan tugas Pejabat
Daerakr dan atau Pegawai Daerah'

16. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah
daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan
dinas.

17. Telekorn adalakr pernancararr, pengirirnan atam

penerirnaan tiap ienis tand'a, garnbar' stlara dan
informasi dalarrr bentuk apapun melalui sistern kawat,
optik,radiodanatanrsistemelektroniklainnya.

18. Sandi adalah pengalllanan pertukaran informasi yang
bersifat rahasia melalui bahasa sandi'

19. Pejabat Struktural adalah pejabat yang menduduki
Jabatan Tinggi Madya, Tinggi Pratama, Administrator dan

Pengawas.

Pasai 2

Maksud ditetapkannya Standarisasi Barang dan Standarisasi
Kebutuhan Baiarrg Milik Daerah ini adalah sebagai:

a. Mengatur perencanaan, penganggaran' pengadaan dan

p"rrg.1o1r.u.., 
"u.r".ra 

dan prasarana kerja aparatur secara efisien

dan efektif, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

b. Memberikan kepastian daiam pengaturan dan keadilan bagi

aparatur dalam penyediaan sarana dan prasarana keda aparatur

sisuai d"engan tingkat jabatan dan fungsinya;

c. Memberikan jaminan keselamatan, keamanan, kesehatan,

pelayanan ,*Lrrr, dan kemudahan bagi aparatur Pemerintah

Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;dan
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d. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam
penyusunan REncana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

Pasal 3
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah adalatr salah satu
dasar bagi Perangkat Daerah dalarn pengusulan penyediaan
anggaran untuk kebutuhan bam (new initiatiue) dan angka
aasL (base tine) serta penJrusunan rerrcana kerja dan
arTggaralf.

BAB II
PENATAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 4
penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan
pernerintah Provinsi didasarkan pada asas tertib, adil,
transparan, efisiensi dan efektif, rnanfaat, keselarnata-n,
kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta
rnemperhatikan kernamplran daerah'

Pasal 5
penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dilakukan untuk:
a. kelancaran Proses Pekerjaan;
b. kelancaran hgbungan kerja intern dan ekstern antar

pejabat/ Pegawai;
c. memudahkan komunikasi;
d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan;dan
e. rnernudahrkan pengalnanan arsip dan dokurnentasi

Pasal 6
penataan sarana dan prasarana kerja sebagairnana
dirnaksud dalarn Pasa-l 4 bertujllan untuk menjamin:
a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasrnani dan rohani;
b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
c. cahaya dan fentilasi yang sehat baik siang mampun malam;

d. penataarr yarrg bernilai estetika;
e. kesejatrteraan Pegawai;dan
f. kemlngkinan perkembanganbagian kantor,ntuk

perubal.r, *.Jrrri perkembangan volume/ beban kerja dan
struktur organisasi.

BAB III
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 7
Standarisasi sarana dan prasarana rneliputi:
a. Ruangan l(antor;
b. PerlengkaPan Kantor;
c. Rumah Dinas;dan
d. Kendaraan Dinas'

Bagian Kesatu
Ruangan Kantor

Pasal 8
(l)Ruangan Kantor sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 7

humf a rnerupakan ruang kerja dengan fasilitasnya untuk
pejabat dan atam pegawai dalarn rnelaksanakan ilrgas
sehari-krari.
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(2)Ruang Kantor sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)'untuk ukuran luas ruarrgan disesuaikan dengan
jabatannya.

(3)Penataan Ruangan Kantor disesuaikan dengan
kebutuhan dan memenuhi persyaratan estetika.

Pasal 9
Rr.rangan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

meliputi:
a. Ruang kerja;
b. Ruang tarnu;
c. Ruang staf;
d. Ruang tunggu;dan
e. rllang raPat.

Pasai 1O

Ruangan Kantor sebagaimana di maksud dalam Pasal 8, juga perlu

dilengkapi dengan:
a. rlrang pola;
b. ruang data;
c. ruang bendahara;
d. ruang sandi dan telkom;
e. ruang arsiP rahasia;
f. n.ang arsiP aktif;
g. ruang arsiP inaktif;
h. rr. ang arsiP statis;
i. rr.ang perPustakaan;
i. rrang baca PerPustakaan;
k. rrang poliklinik;
1. ruang laboratoriurn;
m" ruarl g PenYajian data;
n. ruang penYirnP anan f grudang;
o. ruang sentraltelPon;
p. ruang ComPuter;
q. ruang pos Penjagaan keamanan;
r. rr'.ang kantin;
s. rr.ang sumber tenaga diesel;
t. rr.ang ibadah;
u. ruang karnar rna-ndi;
v. ruang penggandaan;
w.ruang lain-lain sesuai kebutuhan'
x. Rr.rangan Ibu Men5rusui;dan
y. Ruangan Merokok fsmoking Area)'

Bagian Kedr.ra
PerlengkaPan Kantor

Pasal 11

perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b, meliPuti:
a. peralatan kantor;
b. alat-alat bermesin;
c. afat-alat tulis kantor;
d. papan informasi;
e. peralatan ukur;
f. peralatan visual;
g. alat medis;
h. perangkat sandi dan telkom;
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i. perlengkaPan kearsiPan;
j. perlengkapan petugas keamanan;dan
t. peralatan lain sesuai kebutuhan'

Pasal 12

(1)Standarisasi barang dan kebutuhan Perlengkapan Kantor
sebagaimana dirnaksud dalam pasal 6' pada instansi
teknis dan bersifat khusus disusun setelah berkoordinasi
dengand.inasteknisterkaitdanditetapkandengan
Peraturan Guberntlr.

(2)Kebutuhan alat Perlengkapan Kantor_.dan Perlengkapan
Kantor setiap Perangkat Daerah disesuaikan dengan
jumlahp.g.-u-i,volumepekerjaan,dansifatpekerjaan-baik rn.ng.i^jenis, bentuk, ukurran serta rnerk / tipenya'

Bagian KeemPat
Kendaraan Dinas

Pasal 13

Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 humf c,

meliputi:
a. Rurnah Jabatan;
b. Rurnah Instansi ;dan
c. Rumah Pegawai.

(1)

(2)

Pasa1 14
Rurnatr Jabatan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 13

humf a, dipemntukkan bagr Gubernur, wakil Gubernur,
Pirnpinan DPRD dan Sekretaris Daerah'
Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilengkapi dengan perlengk aparr dan perabot rumah
tangga.
penghunian Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud pada
,yu.t- 1t; dilaksanakan selama memangku jabatannya.

(3)

Pasal 15

(1) Rumah Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf b, d.iperuntrkk^tt bagi Pegawai ASN Pemerintah
Provinsi danl atam anggota DPRD'

(2) Penghunian Rumah lnstansi sebagaimana dimaksud pada\ ' .y.f (1) dilaksanakan selama melaksanakan t,gas pada
irlstansi ny a d i Petnetintah Provinsi Bengkulu'

Pasal 16

Rumah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kruruf
c, dapat disediak.t P.*erintah Provinsi yang diperuntukan
bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi
Bengkulu.

Bagian KeemPat
Kendaraan Dinas

Pasal
t7

Kend.araan Dinas sebagaimarra d.imaksud dalam Pasal 7 huruf
d, meliputi:
a. Kendaraan Perorangan Dinas;
b. Kendaraan Dinas operasional/ Kendaraan Dinas

Jabatan;dan
c. Kendaraan Dinas operasional Khusus /Lapangan.
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Pasal 18

(1) Kendaraan Perorangan Dinas sebagairnana dirnaks'ud
dalarn Pasal 17 humf a, disediakan dan dipergrrnakan
untuk pejabat negara.

(2) Kend.araan Perorangan Dinas sebagaimana dirnaksud
dalarn Pasal 17 humf a, disediakan dan dipergunakan
untr-k Gubernur dan Wakil Gubernur'

Pasal 19
(1) Kendaraan Dinas operasional sebagaimana dirnaksud

dalam Pasal 17 krumf b, disediakan dan dipergunakan
untuk kegiatan operasional perkantoran'

(Z) Kendaraan Dinai Operasional sebagaimana dimaksud
pad.a ayat (1) diPeruntukkan bagi:
a. Pimpinan DPRD;
b. Eselon I (Pejabat Tinggi MadYa);

c. Eselon II (Pejabat Tinggi Pratama);
d. Eselon III (Pejabat Administrator);dan
e. Eselon IV (Pejabat Pengawas)'

Pasal 2O

(1) Kendaraan Dinas operasional Khusus/Lapangan
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17 humf c,

t r..',r-prkan kendaraan berrnotor dinas rnilik Pemerintah
Provinsi Bengkulu yang disediakan dan dipergunakan
untuk pelayanan operasional kkl]rsus/lapangan dan
pelayanan llrnu-In'

(2) kend araarr Dinas Operasional Khusus/ Lapangan\ / 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi
PegawaiASNyarlgmenjalankantugas*tugas
khirsus / lapangan sesuai kebutuhan dan kondisi.

(3) Kendaraan Dinas operasional Khusus/Lapangan
sebagaimana dimaksud pada a'yat (1) dapat
dipei,nt,kkan sebagai transporta.si antar jemput pegawai
dan atau sesuai dengan peruntukkannya'

Pasal 2 1

(1) Ukuran standar ruang kerja, ruang rapat, dan n.ang
tamu pada masing- masing Perangkat Daerah yang
melebihi- standar, dilakukan penataan secara efisien dan
efektif.

(2) Ukuran standar rr.ang kerja, ruang rapat, dan ruang
tarnu pada masing- rnasing Perangkat Daerah yang
kl.rangf d,ari standar, pernenukrannya dapat dilakukan
secara bertahaP.

(3) Standarisasi Barang dan Standarisasi Kebutuhan
Barang Milik Daerah sebagairnana tercanturn dalarn
Lampiran Kepr-rtusan Gubernur ini'

Pasal22
Tata cara pelaksanaal1 penggl-rnaan, penetapan, penerimaatr,
penyimpanan dan penyaluran Rumah Dinas dan Kendaraan
bi.rl" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan
hr-rruf d diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
Bengkulu.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Peraturan Gubernur ini rnulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar .Jtiu.p orang rnengetahginya, rnernerintakrkan
pJngun,Cu.t gLtt Peraturan Gubernur ini dengan
p".r"*patannya dalarn Berita Daerah Provinsi Bengkulu-

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 13 November 2O2A

Pit. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. DBDY ERMANSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 13 November 2O2O

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ftd.

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2O2O NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinYa
RO HUKUM

I MANUSIA,

SH
tama Muda

221L993031002

I/ (0
<i
uJi

"\,*r
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LAMPIRAN FtrRATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 7? txnuN 2020
TANGGAL l? Vo.rcanrle.r ZOZA

TENTANG STANDARISASI BARANG DAN
STANDARISASI KEBUTUHAN
BARANG MTLIK DAE}?AH

PEMERINTAH
BENGKULU

PROVINSi

A.STANDARISASI KEBUTUHAN PERLENGKAPAN KERJA APARATUR PEMERiNTAH

DAERAH.

PERLENGI{APAN KERJA
STAN DAR

NO MINiMAL MAKSiMAL

I PEJABAT NEGARA (GUBERNUR IIAN wAl{tl tiu TJi't(I\ U It}

tl. T\iloiq lrpri 1U*t I tUnit

I
I

1 Unit 1 Unit
2. I(ursi kerja
)J. Kursi hadap 1 Unit
4. Meia rapat dan kursi raPat 1 set

5. I\,/Teia fnrnrr dnn kitrsi tamU 1 set
I\{c.i r qar-nninn /felenon 1 set 1 set

6.
2 Unit 3 Unit

7. Kursi hadap
8. L.emari buku 1 Unit 2 Unit

9. Lemari buku 1 Unit
10. Larnbang neg,ara 1 Unit
11. Pa<rqrxr*i felcrrisi 1 Unit t Unit

I amori nq]zeinrr 1 Unit 1 Unit1/)tz.
1 set 1 set

1.1 . Komputer tlengan fasilitas printer,
scanner dan internet

1i!+. Sarana komunikasi 1 Unit 2 Unit

i5. l\llaqin faL.<irnile 1 Unit
1 Unit16. AC

17. Confereruce st"lstem 1 set 1 Unit

ti1. Rra rr lr 1 Unit 1 Unit
1 Unit19. Perlengkapan iLradah

24. Kuikas 1 Unit
21. Dispenser 1 Unit
22" Perlengkapan kerj a pen unj ax g Lainn-v*a klenyesuaikan Men1.'esuaikan

---.-L--,-
PEJABAT PIMPINAN-TTNCCT UTA.h{N DAN PIMP1NAN DPRD {KETUA DPRD

DAN WAKIL KtrTUA DPRpI-__ -- --^- ,-, --;-r-
TT

1. Meia kerja i l-init 1 Unit
/, Kursi keria 1 Unit 1 Unit
aJ. Kursi hadap 1 Unit
4. Meia rapat clan kursi raP4t 1 set
L h,{eiq tqrnrr rlnn ktlrsi tamu 1 set

I Unit I Unit6. tuleia sampingltelePoq
7. Lemari pakaian 1 Unit 1 Unit
8. Komputer clengan fasilitas printer,

scanner dan internet
1 set 1 set

9. Lambang Negara 1 Unit
i0. Foto Presiden dan Wakil Presiden 1 Unit
11. Sarana Komr-rnikasi 1 Unit I Unit
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Mesin faksimile 1 Unit i Unit
12.
13. AC tr Unit

14" Conference sqstem 1 Unit 1 unit
15. Brankas 1 Unit tr Unit

16. I)aeq t Tr'ler.ri*i 1 Unit 1 Unit
IZ, rllrq 1 Unitt{.
n.i l Unit

18.
Menyesuaikan Menvesuaikan

19" rerleagEapjin bqllj4,sngqUerye-lA1qlyq - -1
.MAIII, I)taT EAT I)Ih,{PINAN TING{}I IVTAUYA UAl\ TttAlTi

1. Meia kerja 1 Unit 1 Unit

2" 1{rrrqi L-erin 1 Unit 1 Unit
1 Unit? Iirrrqi hqrlqn

Meia hadaP i set 1 setA-+.

3. Td 1rer1qr"r 2 Unit
I\,{e.ia farrrr r{nn l<tlrsi tamU 1 set6.
Lemari buku 1 set7.

8. Lambang negara i Unit

L s'.,t.' p".*iden rlnn Wakil Presiden 1 Unit
I set10. i{ornputer dengan fasilitas printer,

o^dflnpr rlan interrref
1 set 2 set

r1. Q,arqn :l L,nrnt r nik;r st
&,{aqin frrnqirnile lset i lset

12.
A. 1 Unit 1 Unit1,)lJ.

14. Comference sgstern I Unit 1 Unit

i5. Pesarvat televise i Unit 1 Unit

16. Lernari pakaian 1 Unit 1 Unit

17. i Brankas 1 Unit i Unit

18. , Kulkas 1 Unit I Unit

19. Dispenser 1 tjnit I Unit

24. &4qnsispeq}eq4-p-qsu "ie! slerryv,?- -i
Menvesuailtan Menyesuaikan

IV IfL- i A I" A'T A T]hTTNISTR ASi AT}MINISTRATUH

1. Meia kerja 1 Ljnit 1 Unit
_--_1----.-3-----

2. i Kursi kerja 1 Unit I Unit

3. i Meia telepon 1 Unit 2 Llnit

4. Kursi haclap 2 Unit 2 Unit

5. Kursi dan meia tamu 1 set 1 set

6. Lemari buku 1 Unit

7. Komputer. printer, scanner d aqt:ttsryS! 1 set 1 set

L'. Sarana komunikasi 1 Unit 1 Unit

9. Kulkas 1 Unit 1 Unit

io. Ac 1 Unit 1 ijnit
11. pe rf e n sluap an-iue d a pe n u nj ang-l-qll :::11 -,

fuIenvesuaikan Menvesuaikan

n nr nnrvrrNrsrnAsl PENGAWAS\I plt. T

1 Meia keria 1 Unit 1 Unit

2. Kursi keria 1 Unit 1 Unit

J. Kursi hadap 1 Unit 1 Unit

4. Lemari buku 1 tinit
5. Komputer, printer,scarrner d an int.ernet 1 set l set

6. Ac 1 Unit 1 Unit

VI PE.1 BAT FT]NGSIONAL
1. Meia kerja 1 Unit 1 Unit
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2. Kursi kerja 1 Unit 1 Unit
a
._) . Kompu ter.printer"scanner dan internet 1 set 1 set
4. Perlen gkapan iainn_va di sesuaikan

dengan tugas pokok dan fungsinya
Men-1'esuaikan Men_v'esuaikan

ui PEJABAT ADMINISTRASI PELAKSANA
1. Meia keria 1 Unit 1 Unit

Ktrrsi kerja 1 Unit 1 Unit
Ĵ. Kornputer,printer,scanner dan internet 1 set 1 set
4. Perlengkapan lainnva d isesuaikan

dengan tugas pokok dan f"ungsinva
Men-vesuaikan Men3rgs,gaikan

VIII RUA \TG TATA USAHA PIMPINANISE{IRETATIS PIMPINAN
1. Meia keria 3 ljnit
2. Iiursi keria 3 Unit
-). itursi hadap 1 Unit 2 Unit
4_ White board 1 Unit 1 Unit
(. Fillins caLrinet/lemari buku 2 Unit

6.
Komputer dengan fasilitas printer dan
internet

3 set

7. Scanner 1 Unit
8" Mesin foto copy 1 set I set
9. Sarana komunikasi 1 set 2 set
1 Cl. Mesin faksmile 1 set 1 set
11. Ac I Unit 1 Unit
t2" Perlengkapan keria penuiang lain nva Menyesuaikan Menl,esuaikan

RUAIVG RAPAT
1

Meia rapat dan kursi rapat

Disesuaikan
dengan
kapasitas
ruanqan

2.

Kursi rapat

Disesuaikan
dengan
kapasitas
ruangan

3. Wliite board 1 Unit
4. Proyektor 1 set
5. Layer provektor 1 Unit

6. Monitor tr<omputer

Disesuaikan
dengan
kapasitas
ruaflgan

7. Sound svstem 1 set 1 set
8. Mimbar pidato 1 Unit 1 Unit
9. Ac 1 Unit 2 Unit
10. Fasilitas int"ernet I set
11. Mimbar pidato 1 set

X RUANG ARSIP
1. Filline cabinet 1 Unit
2. Kotak kendali/ fillins kartu 1 Unit
/>
.r" tu{eja pemilah /meia sartir 1 Unit
4. Rak statis 1 Unit
5. Rak bergerak 1 Unit
6. Kotak lembar disposisi 1 Unit
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Kereta berkas/tro1i 1 Unit
t,

a h,4e,i 1 Unlt
Kursi I Unlt

9"
10. fomputer dengan fasilitas printer'

scanner dan internet
1 set

11. 1 tlnit" 2. Unit
Alar npnrqrlnlrr kehakaran /aoar 1 Unit12.
Alat penghancur kertas 1 Unit13.

14. A1*f nemhern harrorle 1 Unit
A,{eclin fnfnrnnrr 1 Unit15.
I amqri rtrrt 1 Unit16.
Lemari arsip 1 Unit17.

18. Box arsip 1 Unit
19. Sekat 1 Unit

20. F01d"i 1 Unit
)1 I{nto1r lrqrfrr kenrlnli 1 Unit

Kotak kartu disPosisi 1 Unit22.
23. Label 1 Unit

hIr} I)}IRP] IS']'AKAANVT Eg4
1. Mela keria 1 set

2. Krrrqi lrpris 1 set
11.,rci hqrl 1 set3.

1 Unit4-t. Computer dengan fasilitas printer
rlrafl ,')Fr rl er"r ir'l fern f1i

Meia pemustaka 1 set5.
6. k-r r rqi ?-rdalYr r I *.tnka 1 set

Filinq cabinet 1 Unitt.
8. Kotak kartu kendali 1 Unit

9. Rak buku

Disesuaikan
dengan
jumiah Lruku

10. Kereta atau troli buku 1 Unit
11I t. Ac 1 Unit
11 l\fpeitr fntncnnr. 1 Unit

1 Unit13. Lemari katalog

xil RUANG FAS1LITAS PELAYANAN PUBI-IK

XIII GUDANC
XIV RUANG TUNGGU FENCEMUDI

BU$ryG-QqEi$q Egr_['El_

B. STANDAR IdEBUTUHAN NUAXC KERJA APARATUR PEMTRiNTAH

RUANG KERJA
pritB Af N E GARA i c u n e n u u R q4N y/ AI1LL GUE€Eg,u- R

kerj

Ruang rapat
Ruang sidang utama
Rnang tu
Ru sekretaris/aiudan

tata usahaRu
istirahatlmakan
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Ruans toilet

PA;XBETFIMPINAN fiNCGI U'i{NNTNEN-PTVTE'IIXAX DPRD (KtrTUA DPRD DAN

\MAKII- KOTUA D

Ruang tamu

tata usaha
istirahat-lmakan

ppJA-rAr prlnriN-AN rtNccl MAqY4lAry IEAt4ry4

Ruang sim

Ruang rapat ke

PEJABAT AMiN ISTRASI ADry]]gSTB4EE
Ruang kerja

TTJABNT ADM1NISTRASI PENGAWAS

PEJABAT FUNGSIONAL
Ruang ke{a

aUAruC ADMINISTRASI PELAKSA}.IA
Ruang keri

RUANG RAPAT
Auditorium

fasilitas rapat pejaba!

RUANG ARSIP
Kebutuhan

RUENG-OPER{rOR fcr-EpCll SBTIAP PERANGKAT DAtrRAH

RUANG TOILET

RUANG IBADAH
Mushola

RLIANG PERPUSTAKAAN
Ruans pusat compriter perangkat 4a-gryb

RUANGLAINNYA-il"AeontroRiut{,jpxntp]4&ry,-PE!4!lL{'AN-DSlLIlqlALAi?-1
Iiebutlih*t t.rutrg Oise-suait an d.engan tugas pokok dan fr-ingsinVa dan

clitetapkan dengan kepi-rtusan kepala perangkat daerah atas nama

GuLlernur sesuai

toilet

tata usaha

toilet
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C. STANDAR KEBUTUHAN I{trNDARAN DINAS APARATUR PEMERINTAH

JENiS
KBNDARAAN

KAPAI iTAS
NO KtrNDARAAN

DINAS
JUMLAII

MINI
MAL

MAi<Si
MAL

I xerunEnaAN DINAS PERoRANGAN / KENDARAA N UI}\4:i JATJAIf\N

I Unit Seclan 3.ooo 
iCC]

3.500
CC

1.

2.

3.

A

5.

6"

7.

L

Gubernur

1 Unit Jeep 4.200
CC

Wakil Gubernur 2.s00 i e.soo
CCiCC

1 Unit Sedan

1 Unit Jeep 3.200
CC

Ketua DPRD Sedan atau 
i

rlJeep I

2.704
CC

1 Unit

Sedan atau 
iJeep 
i

-*:*l maa
(-\-

Jabatan
Pimpinan Tinggi
U t-ama

1 Unit

Wakil Ketua
DPRD

Sedan atau r

ll\,finibus ;

2.500
CC

Jabatan
Firnpinan Tinggi
Mady"a cian
Pratama

1 Unit Sedan
Minibus
{hensini
Minibus
{sotrar}

tT-.ooorICC
[Zsoo

1,;,
Jabatan
Administrasi
Administrator

I MiniLrtis
i (bensin)
i Minibus
I

I (solar)

lTt.dICC
2.O00

CC

2.500
CC

1 Unit

Jabatan
Admistrasi
Pengaw'as

<
I 1 unit f-*Caa vroti'- i- 250 cc

I

1I i{NNNARAAN DINAS OPERASIONAL
A I}nnA F]I\4PAT ATAI" LF]BIH
I i Kenclaraan

I. i tarjemput
Disesuaikan dengan
jumlah keLrut.uhan
dan anggaratl

minibus 2.500
CC

Bus besar 3.000
CC

2 I Kendaraan tugas
" i rutul

Disesuaikan dengan
iumlah kebutuhall
dan anggaran

Minibus
bensin

1.500
CC

1.800
CC

Solar: 2.500
CC
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3 Kendaraan dengan
fungsi tertentu

Disesuaikan dengan
jurnlah kebutuhan
dan anggaran

- Mobil
pemarlam
kebakaran

- Mobil box
- Ivtobil dapur
- Ambulance
- lv{o}:il tangki
- Angkutal
irarang

- Pick r-ip
- Dan lain-
lain

3.200
CC

3.q50
L, |.,

1.500
CC

B. RODA DUA ATAU TIGA
1 Sepeda motor roda

dua
Disesuaikan dengan
juimlah kebutuhan
dan ansgaran

- Model
standar

- Model trail

25O cc

250 cc

2 Sepeda motor roda
dua 250 cc
disesuaikan
dengan tugas
pokok dan
fungsinva

a.) Sepecla motor roda
tiga

Disesuaikan dengan
jumlah kebutuhan
dan anggaran

Motnr
pengangkut

250 cc

C. KENDAR,qAN DINAS LAINNYA
1 kapal Disesuaikan dengan

jumlah kebutuhan
clan anggaran

2 Alat transportasi iain penunjang kegiatan sesuai tugas dan fungsiny,a

D. STANDA.R KEBUTUHAN GEDUNG NEGARA APARATUR PEMERINTAH

No. TIPtr RUANGAN STANDAR LUAS BANGUNAN
MINIMAL MAKSIMAL

I PEJABAT NEGARA {GUBERNUR DAN WAK L GUBERNURi
1. Ruang keria 9m2 60 m2
2" Ruang tamu LO m2 4A mZ
3. Ruang rapat 12 mZ 48 mZ
4. Ruang sidang utama 1A0 m2
5" Ruang tunggu tamu 2A rn? bU ln'
6. Ruang sekretaris/aiudan 9m2 2SmZ
-t. Ruang tata usaha 4A mz
L Ruang istirahat/makan 9mz )A mZ
9. Pantry 6ni
10. Ruang toilet 4nf gtnz

il PEJABAT PIMPINAN TiNGCt UTAMA DAN PIMPINAN DPRD IXETUA DPNb
DAN WAKIL KETUA DPRD}
1. Ruang kerja 9nf 40 mZ
z. Ruanq tamu 10 *tZ 23n7'
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J. $uang tunggu tamu 20 mZ 20 m2
4. Ruang tata usaha 20 rnzr\). Ruang istirahat/makan 9wf
6. Ruang toilet 4mz 9mz

III PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA
1. Ruang kerja 9m2 '25m',
2. Ruang tamu 6mZ m2 I/\
,). Ruang simpan 3mZ ^?3m-
A*. Ruang tata usaha 1

)U nt'
5. Ruang rapat kepala perangkat

daeral:
6. Ruang toilet 4rf 9mz

T\i FEJABAT AMI NISTRASI ADhIINISTRATOR
1. 3ua$s 4q-uq 9m2 12 mZ

\r PEJABAT ADMINISTRASI PENGAWAS
1. Ruang kerja 8mZ 9 m.z

VI PtrJABAT FUNGSIONAL
1. Ruang kerja 4m2

vii PtrJABAT ADMINIASTRASI PELAKSANA
1. Ruang kerja 4 nzz

uu RANG RAPAT
1. Auditorium ?"A nf x ?5 mZ
2. Ruang fasilitas rapat pe'iabat Lt) mzx 15 mz

ln RUANG ARSIP

1. Kebutuhan ruang arsip
A,4mz f

pegaqrai

?( RUANG OPERATOR TELtrPON SETIAP PERANCXAT NABNETT
1. Ruang operator 1A mZx LS m2

,\I RUANC TOILET
1. WC 2n* f

25 pegawai
Pernakai pe.jabat
aclministrasi

XII RUANG IBADAFI
1. Mushola 0,8 ,n' I

25 pegawai
Pemakai 209i
Dari jumiah
personel

XIII RUANG PERPUSTAKAAN
Ruang pusat komputer perangkat daerah 4 mzx 4 tnz 10mzx10mZ

l{eterangan :

1' Ruang administrasi pelaksana pada setiap jaLratan diperhitungkan berdasarkan
jumlah personal @2,2-3m.2 / personel, sesuai dengan tingkat jabatan clan

kebutuhan dari rnasing-masing perangkat daerah.

2. Untuk ruang kantor DPRD disetarakan dengan ruang kantor penunjang pejabat
pimpinan tinggi utama.
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3. Untuk ruang penunjang DPRD disetarakan dengan ruang penunjang pejabat

pimpinan tinggi utama.

4. Untukbangunan Gedung kantor yang memerlukan ruang-ruang khusus atau

ruang pelayanan masyarakat kebutuhannya dihitung tersendiri dan diluar

standar tersebut diatas.

E" STANDAR KEBUTUHAN RUMAH IVEGARA APARATUR PEMERINTAH

NO RUMAH NEGARA STANDAR

Luas Bangunan Luas Tanah Luas Pendopo

i. Gubernur 6OO m2 5.00O m2 3AO mz
) WaklGubernLlr 4AO m2 2.OAO m2 2OO mz
-.). Ketua DPRD 35O m2 1.OOO mz
4. Pimpinan Tineei Utama 4AA mz 1.O00 m2
5. Wakil Ketua DPRD 3OO m2

a/5U m'
6. Pimpinan Tinggi Madya

dan Pratania
15O mz 35A mZ

7. Admiinistrator 70 mz 2OO m2
8. Pengawas 54 m2 l5O mz
9. Pelaksala 36 mz 7AO mz

Keterangan :

1. Untuk Rumah Jabatan Gubernur disetarakan dengan Rumah Tipe khusus,

kecuaii luas tan ah 2OOA mz .

2. RumahJabatan Gubernur dapat ditambahkan luas rlrang untuk Ruang Tamu

Besar/Pendopo yang dihitung sesuai kebutuhan dan kewajaran.

3. Untuk rumah susun negara yang dibangun dalam wujud rumah susun, luas per

unit bangunannya diperhitungkan dengan mengurangi luas garasi mobii (untuk
tipe, A dan B) kebutuhan garasi mobil disatukan dalam luas parkir basement

dan/atau halaman.

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. DEDY ERMANSYAH
Sali i dengan aslinya

HUKUM
MANUSIA,

a Muda
NIP. 1968 1 199303 1002

kx
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